PUTUSAN
Nomor 310/Pdt.G/2017/PA.Mm;j.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mamuiu vana memeriksa dan menaqadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah
meniatuhkan putusan dalam perkara Cerai Guaat vang diaiukan oleh:

Hj. Nurlia binti H. Bakri, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SMA,
pekeriaan Daaanq. bertempat tinagal di Jalan Poros Palu. Desa
Barakkang, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Tengah,
selaniutnva disebut Penaauaat;

Lawan

Sulaiman bin Made. umur 45 tahun. agama Istam. pendidikan SD. pekeriaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Salomajene Desa Kasano,
Kecamatan Baras., Kabupaten Mamuiu Utara, selaniutnva disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendenaar keteranaan penaquaat serta memeriksa alat bukti dalam

perkara a quo dipersidangan,

DUDUK PERKARA
Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor
310/Pdt.G/2017/PA Mmj. tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2016, Penggugat dengan Tergugat
melanasunakan pernikahan di Kecamatan BUdona-Buudona. Kabupaten
Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Budong-Budona Kabupaten Mamuiu sebagaimana bukti berupa
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/012/X1/2016 tanggal 28 Nopember
2016:
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2. Bahwa sebelum menikah. Penaauaat berstatus Janda dan Terauaat berstatus
Duda;

3. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Pengaugat dan Terquaat bertempat
tinggal di rumah Tergugat selama 5 bulan sampai Penggugat dan Tergugat
berpisah:

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan
suami istri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan baik. tetapi seiak bulan Februari 2017 antara Penaquaat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
hubungan Penggquaat dan Tergugat menidi tidak harmonis {agi;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Terquaat karena Terauaat tidak pernah menafkahi Penaaguaat samoai
sekarang;

7. Bahwa disampina seiak Pengguat sakit Tergugat tidak pernah menengok
bahkan merawat Penggugat sebagai istrinya, sehingga Penggugat merasa
tidak diperdulikan laai oleh Terquaat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Apri
2017 vang menvebabkan Penagugat dan Tergugat berpisah tempat tinaaal
sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layakya
suami-istri:

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak

sanaaup laai meneruskan hidup berumah tanaaa bersama Terquaat. Oleh karena

itu, Penggugat mchon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cg. Majelis

Hakim vana memeriksa dan menaadili perkara ini kiranva berkenan memutuskan

sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menetapkan perkawinan Penaauaat (Hi. Nurlia binti H. Bakri) denaan Terauaat
(Sulaiman bin Made) putus karena perceraian,;

3. Menetapkan biava perkara sesuai peraturan perundang-undangan vang
beriaku.
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SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang vang telah ditetapkan Pengqugat datang
menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dipersidangan dan tidak pula menvuruh orana lain sebaaqai
wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggi! secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidanaan berdasarkan relaas pangaqitan nomor
310/Pdt.G/2017/PA.Mm;., tanggal 9 Oktober 2017 dan 17 Oktober 2017 dan
ketidakhadirannva tersebut tidak disebabkan oleh alasan vana sah menurut
hukum;

Bahwa selaniutnya maielis hakim menielaskan kepada Penaquaat tentana
kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah
hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan:

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap
mempertahankan rumah tanaganva denaan Terquaat. namun Penaqugat tetap
dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaniutkan dengan membacakan surat
gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada
quaatannva;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan
iawaban terhadap dalil-dalil quaatan Pencauaat. karena perkara ini termasuk
bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap
dibebani pembuktian:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akita Nikah Nomor 0135/012/XI/2016 tertanggal 28
Nopember 2016. vana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Aagama Kecamatan
Budong-Budong, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,
bermateraikan cukup serta dinazeaelen selaniutnva diberi kode (P.1}:

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan
bukti 2 orana saksi dengan identitas sebaaaimana tersebut dalam berita acara
persidangan perkara ini masing-masing bernama:
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1. Hi. Rostina binti Da. Sattare. vang telah memberikan keteranaan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penaquaat dan Tergugat karena Pengqugat adalah
sepupu satu kali saksi.

- Bahwa saksi tahu antara Penaquaat dan Terauaat adalah suami istri.

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah Terguagat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa Kehidupan rumah tanaga Penaquaat dan Terquoat pada awalnva
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis laai karena sering teriadi perselisihan dan pertenakaran vana
terus menerus.

- Bahwa Perselisihan dan pertenakaran teriadi seiak butan Februari 2017.

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penaquaat dan pada waktu Pengquaat sakit Terquaat tidak pernah datang
menjenguk;

- Bahwa saksi menaetahui karena saksi dengar sendiri pada saat mereka
bertengkar.

- Bahwa Pengquaat dan Terquqat sudah berpisah tempat tinagal seiak bulan
Maret 2017 sampai sekarang sudah berjaian 7 buian.

- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

- Bahwa Selama berpisah Terquaat tidak pernah datana menjenauk
penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

2. Dartuti binti Madeali. vana telah memberikan keteranaan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penqquaat dan Terquaat karena Penqquaat adalah ipar
saksi.

- Bahwa saksi tahu antara Penaauaat dan Terauaat adalah suami istri.

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tingga! di
rumah Terquaat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
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- Bahwa Kehidunan rumah tanaaa Penaauaat dan Terauaat pada awalnva
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering teriadi perselisihan dan pertenakaran vang
terus menerus.

- Bahwa Perselisihan dan pertenakaran teriadi seiak butan Februari 2017.

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penaguaat dan tidak pernah datana menienauk Pengquaat pada saat sakit;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dengar sendiri pada saat mereka
bertenakar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Maret 2017 sampai sekaranq sudah berjalan 7 bulan.

- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan
Penaqugat dan Terguaat. namun tidak berhasil.

- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak permmah datang menjenguk
pengauqat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penaquaat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan
keteranaan saksi-saksi tersebut telah cukup. dan Penaauoat tidak mengaiukan
apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknva bahwa Penqgugat tetap inain bercerai dengan Terquaat dan
mohon putusan;

Bahwa. untuk mempersingkat uraian outusan ini dituniuk hal ihwal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
vana tidak terpisahkan dan dianagap tetah termuat dalam putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbana. bahwa maksud dan tuiuan quaatan Penaguaat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbana. bahwa sebadaimana maksud Pasal 4 avat (2) huruf b
Peraturan Mahkamah Agung Republik indonesia (PERMA)} Nomor 01 Tahun
2016. Maielis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbana. bahwa maielis hakim dalam persidanaan telah berusaha
menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya,
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sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
namun tidak berhasil;

Menimbana. bahwa Pengauaat datang menghadap sendiri dipersidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain
menahadap sebagai kuasanva. meskipun telah dipanaail secara resmi dan patut.
oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirmya Tergugat;

Menimbang, bahwa vang menijadi pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertenakaran vana terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah
tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 avat 1 R.Bg. vaitu
dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat
dapat dikabulkan denaan svarat auaatan Penaguaat tersebut beraiasan dan
berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan
kepada Penaguaat untuk membuktikan dalil-dalil Guaatannva;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat
diversidanaan telah menaaiukan alat bukti tertulis (P.1) dan alat bukti 2 (dua)
orang saksi, dan majelis hakim akan memperiimbangkan alat-alat bukti tersebut
sebaqai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti {P.1) yang diajukan Penggugat yang
meruvakan akta otentik vana telah memenuhi svarat formil dan materil
pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang
terikat perkawinan vang sah menurut hukum. sebagaimana maksud pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum islam;

Menimbana. bahwa dari 2 (dua) orana saksi vana diaiukan oleh Penaauaat
tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah
sumpah berdasarkan penaetahuan dan pendlihatan sendiri serta memberikan
keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalii Gugatan
Penaaugat. vaitu kedua saksi tersebut memberikan keteranaan bahwa Penaquaat
dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun namun belum dikaruniai
anak. dan seiak bulan Februari 2017 perkawinan Penaquaat denaan Terauaat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan

masalah Terguagat tidak pernah memberi nafkah kepada Pencauagat dan tidak
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pernah menienauk Penaquaat pada saat sakit. denaan demikian keteranaan

saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini

sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan
oleh alat bukti dalam perkara a auo berupa bukti 2 (dua) orana saksi vana
memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan
sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka maijelis hakim menemukan
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penaauaat dan Terquaat adalah suami isteri vana pemah
hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa benar rumah tangga Penqgquaat dan Terguaat seiak bulan Februari
2017 tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penaguaat dan tidak pernah menienauk Penaaugat pada saat
sakit;

- Bahwa antara Penaquaat dan Tergugat sudah pisah tempat tinagal seiak awal
bulan Maret 2017 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah
laai hidup bersama dan sudah tidak salina memperdulikan lagi:

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah
menuniukkan suatu keadaan atau kondisi vana tidak harmonis laai dalam
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut
telah terqambar dari adanva perselisihan dan pertengkaran vang terus menerus
serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri
dalam satu kediaman bersama:

Menimbang, bahwa di dalam Pasa! 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 io Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Isiam diielaskan: "Perceraian
dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga".

Menimbana. bahwa fakta vanq teriadi dalam rumah tanaaa Penaauaat dan
Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan
teriadinva pisah tempat tinaaal selama kurana lebih 7 (tuiuh) bulan. hat tersebut
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disebabkan karena masalah Terquaat tidak pernah memberi nafkah kepada
Penggugat dan tidak pernah menjenguk Penggugat pada saat sakit;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorana wanita sebagai suami istri denaan tuiuan membentuk keluaraa atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang. bahwa apa vang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu
keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang
sangat urgen baai pembentukan rumah tanaaa untuk kebahaagiaan. Hal tersebut
menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat
ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan
Terquaat. telah menuniukkan hitananva kebahagiaan dan ketenteraman vang
berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang
sampai sekarana sudah berialan kurana lebih 7 (tujuh) bulan dan keduanva sudah
tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya
tidak saling menghiraukan atau memperdulikan laqi di pandana sebaaai
perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian
keadaan ini telah menuniukkan keutuhan rumah tanagga vang telah pecah. hal ini
berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling
teraantung antara satu sama lainnva. sehinaga Penaauaat sebaqai isteri tidak laqi
merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang
disebut pecahnva perkawinan (broken marriage) dalam rumah tanaaa:

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak !agi
mencari dan mempertimbanakan pihak vana salah dalam rumah tanaga vana
menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin matrimonial guilt, tetapi mengikuti
perkembangan hukum perceraian sekarana adalah menerapkan doktrin broken
marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa
perkawinan. dimana pecahnva perkawinan hanva dituiukan pada perkawinan itu
sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa
vana bersalah vana menvebabkan timbulnva perselisihan dan pertenakaran akan
tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam
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rumah tanaaa Penaaquaat dan Terauaat. Hal ini sesuai denaan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbana. bahwa demikian iuga telah seialan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil
alih meniadi pertimbangan maielis hakim vana pada pokoknva bahwa. cekcok.
hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, satah satu pihak tidak
bemiat untuk meneruskan kehidupan bersama denaan pihak [ain. merupakan
fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9
tahun 1975 tentanag Pelaksanaan Undana-Undana Nomor 1 tahun 1974 tentana
perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompolasi Hukum Islam;

Menimbang. bahwa adanva usaha keluarga Pengaugat yang ingin
merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap
kesempatan persidangan menasihati Penaaquaat aaar tetan mempertahankan
keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap
bertekad untuk bercerai dengan Terauaat, maka maielis hakim menilai bahwa
unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup
rukun laai dalam membina rumah tanaaa sebagaimana maksud Pasal 39 avat 1
dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbana. bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
adalah “mitsagan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk
memutuskannva tidak boleh diukur denaan kesalahan salah satu pihak. tapi iika
pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini
berarti hati kedua belah pihak telah pecah. denaan demikian alasan perceraian
yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-
Undana nomor 1 tahun 1974. io. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbana. bahwa denaan memperhatikan muatan dan kriteria vana
terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat
lagi meneaakkan kehidupan rumah tanaga vana sakinah. mawaddah dan rahmah
dalam panji mitsagan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang
lebih besar atau aspek mudharat vana ditimbutkan daripada asas kemanfaatan
yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah

rumah tangga. maka maielis hakim berkeyvakinan bahwa adalah lebih layak rumah
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tanaaa Penaquaat dan Terauaat tersebut dibubarkan dan atau keduanva patut
untuk diceraikan;

Menimbana. bahwa maielis hakim perilu mengetengahkan dalil-dalil vang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:
1. Dalit vanq terdapat dalam Kitab Ghovatul Maram berbunvi:

dille ol adde Gl a3 da g5l 42 ) pae 531 1M,
Artinva: “Apabila telah memuncak ketidaksenanaan seorang isten kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan
talak satu”:
2. Kaidah fighiyah yang terdapat di dalam A! Asybah wan Nazhair halaman 62,
vang berbunvyi:
clhiadt cla o pdie auliall 5 5
Artinva: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ternvata terquaat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut
tidak disebabkan oleh sesuatu halanaan vana sah. maka terauaat dinvatakan
tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat felah cukup beralasan dan fidak
melawan hukum, oleh karena itu Guaatan Penaquqgat patut dikabulkan secara
verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbana. bahwa berdasarkan pertimbanaan-pertimbangan tersebut di
atas, maka majelis hakim bempendapat bahwa Penggugat telah berhasil
membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanva terdapat cukup alasan hukum
untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan
meniatuhkan talak satu bain shuara Terauaat terhadap Penaauaat.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan cerai yang diajukan oleh
Penaquaat dikabulkan. dan untuk tertibnva administrasi bencatatan perkawinan
maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
vang telah diubah denaan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009
Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuiu untuk
menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
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mewilavahi tempat tinaaal Penaauaat dan Terquaat, serta tempat pernikahan atau
perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan
hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 vana telah diubah dengan Undana-Undana Nomor 3 Tahun 20086,
jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Perubahan kedua tentang Undang-
Undana Peradilan Aqama, maka biava perkara vang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan seaala ketentuan hukum svara’ dan peraturan
perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADIL!

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk
menahadap dipersidanqan. tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;

3. Meniatuhkan talak satu ba'in suahra Terquaat (Sulaiman bin Made) terhadao
Penggugat (Hj. Nurlia binti H. Bakri);

4. Memerintahkan kepada Panitera Penaadilan Adama Mamuiu untuk
menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan
Budong-Budong Kabupaten Mamuju dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras. Kabupaten Mamuiu Utara Provinsi
Sulawesi Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biava perkara kepada Penaquaat seiumlah Rp.1.166.000.-
(satu juta seratus enam puiuh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diiatuhkan dalam rapat musvawarah maielis hakim
pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal
13 Safar 1439 Hiirivah oleh kami: Mansur. S.Ag.. M.Pd.l. sebagai ketua maielis.
Marwan Wahdin, S.H! dan Naharuddin, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai hakim
anaaota. putusan tersebut pada hari itu iuqa diucapkan dalam sidana terbuka
untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut
serta didampingi oleh Muh. Jafar. BA. sebaaqai Panitera Penagaanti denaan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirmnya Tergugat;
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Ketua Maielis

ttd.

Mansur, S.Ag., M.Pd.|

Hakim Anaqgota Hakim Anaaqota

ttd, ttd.
Marwan Wahdin, S.Hi Naharuddin, S.Ag.,MH.

Panitera Penaqanti

ttd.
Muh. Jafar, BA.

Rincian Biava Perkara:
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biava ATK Perkara : Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan :  Rp. 1.075.000-
4. Biava Redaksi ' Rop. 5.000.-
5. Biaya Materai > Rp 6.000,-
Jumlah . Rp. 1.166.000.-

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
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